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    ABSTRAK

    Pembangunan kampung merupakan pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kualitas hidup warga. Gaya kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks pembangunan Kampung Nafri. Kepemimpinan ini menekankan pada pengaruh idealis, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, serta perhatian individual, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gaya kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Nafri, dengan mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian kepemimpinan desa serta menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pembangunan kampung yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah adat Papua.
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PENDAHULUAN


Pembangunan kampung merupakan salah satu pilar utama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, infrastruktur, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung dan mencapai tujuan pembangunan
nasional di Indonesia. pembangunan kampung diatur dalam beberapa undang-undang,
salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Kampung.
Dalam UU ini, pembangunan kampung menjadi salah satu kewenangan utama yang
dimiliki oleh kampung, di mana kepala kampung memiliki peran sentral sebagai
penanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala kampung berkewajiban
"menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Pada Pasal 78, dijelaskan
bahwa pembangunan kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
kampung dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan. Selain itu,
dalam Pasal 79, disebutkan bahwa pembangunan kampung dilakukan secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kampung secara optimal. Kemudian,
dalam Pasal 80, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan kampung harus
melibatkan masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK).


Kebutuhan akan kepemimpinan yang efektif dalam konteks pembangunan
kampung semakin relevan, terutama ketika menghadapi tantangan sosial dan
ekonomi yang kompleks. Sementara itu, Yasin et al. (2016) menjelaskan bahwa
kepala kampung yang proaktif dalam memberikan pelayanan publik dapat mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Putri et al. (2022) juga
menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan transformasional berpotensi
mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kampung. Kepemimpinan
transformasional merupakan salah satu pendekatan dalam teori kepemimpinan
modern yang menekankan perubahan fundamental terhadap individu maupun
organisasi melalui pengaruh visioner dan inspiratif dari seorang pemimpin.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh James MacGregor Burns (1978) yang
mendefinisikannya sebagai hubungan antara pemimpin dan pengikut yang saling
meningkatkan motivasi dan moralitas menuju capaian bersama yang lebih tinggi.
Kepemimpinan transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka
pendek, tetapi juga mengarah pada transformasi nilai, keyakinan, dan perilaku
kolektif dalam organisasi atau komunitas. Berdasarkan berbagai temuan ini,
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kampung Nafri
sangat terkait dengan efisiensi dan efektivitas gaya kepemimpinan kepala
kampung yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen seperti partisipasi,
transparansi, dan adaptasi terhadap perubahan. Namun, dalam praktiknya, tidak
semua kepala kampung menerapkan kepemimpinan yang efektif. Beberapa tantangan
yang sering dihadapi antara lain rendahnya kapasitas kepemimpinan, kurangnya
partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Menurut Yukl (2010),
kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi, termasuk dalam pemerintahan
kampung, sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi dan
memotivasi anggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan
transformasional berfokus pada pemberdayaan, motivasi, serta visi yang jelas
dalam mendorong perubahan yang positif di masyarakat. Kepala kampung yang
menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan kebijakan
pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut Bass (1990),
kepemimpinan transformasional memiliki empat komponen utama, yaitu pengaruh
idealis (idealized influence), motivasi inspirasional (inspirational
motivation), stimulasi intelektual (intellectual stimulation), dan perhatian
individual (individualized consideration). Kepala kampung yang menerapkan gaya
kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat,
membangun kepercayaan publik, serta menciptakan kebijakan pembangunan yang
lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam penelitian Andarista & Kriswibowo
(2023), ditemukan bahwa kepemimpinan transformasional kepala kampung berperan
penting dalam inovasi pembangunan kampung, sementara Wahyuningsih et al. (2021)
menyoroti bagaimana kepemimpinan ini dapat mendorong kolaborasi dan
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, penelitian Sulistio et
al. (2021) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala kampung yang transformasional
berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kampung.


Kampung Nafri merupakan salah satu kampung adat yang terletak di
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Secara geografis, kampung Nafri
berada di wilayah pesisir timur Teluk Youtefa yang dikelilingi oleh kawasan
hutan dan perbukitan, serta memiliki akses langsung ke laut, menjadikannya
wilayah dengan potensi sumber daya alam yang signifikan di sektor perikanan,
kehutanan, dan pariwisata alam. Letak strategis ini menyimpan peluang besar
untuk pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur. Namun, kondisi
sosial dan budaya masyarakat Kampung Nafri yang masih sangat kental dengan
nilai-nilai adat istiadat dan sistem keondoafian menjadikan proses pembangunan
di kampung ini tidak semata-mata dapat dilakukan melalui pendekatan struktural
formal pemerintahan saja. Secara sosiokultural, masyarakat Kampung Nafri hidup
dalam sistem adat yang kuat, dengan keondoafian sebagai institusi kepemimpinan
tradisional yang tinggi dan dihormati. Kampung Nafri sendiri memiiki 12 sub
suku atau klen yang terbagi menjadi 2 Keondoafian yaitu Keondoafian Sembekra
dan keondoafian Warke, sebagai pemimpin adat tertinggi, kedua  Ondoafi tersebut
memiliki otoritas simbolik dan substantif dalam menjaga tatanan adat seperti,
mengelola hak ulayat, serta menjadi penentu dalam proses musyawarah adat.
Hubungan antara Kepala Kampung sebagai pemimpin formal administratif
berdasarkan sistem pemerintahan kampung, dengan Ondoafi sebagai pemegang
otoritas adat tertinggi seringkali bersifat paralel namun juga berpotensi
tumpang tindih. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan strategis seperti
pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau pengadaan
fasilitas publik, tidak dapat dilepaskan dari proses persetujuan adat. Hal ini
menyebabkan Kepala Kampung tidak hanya dituntut memahami teknokrasi
pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kapasitas kultural dan sosial dalam
menjalin komunikasi dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemilik hak
ulayat. Permasalahan seprti ini menjadi lebih kompleks ketika pembangunan yang
direncanakan bersinggungan dengan tanah ulayat, lokasi sakral, atau wilayah
yang dianggap memiliki nilai historis dan kultural tertentu. Proses pembangunan
sering menghadapi resistensi dari pihak tertentu dalam masyarakat, terutama
jika dianggap tidak transparan, tidak melibatkan musyawarah adat, atau
mengancam nilai-nilai kultural. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan
pemahaman antara generasi tua yang sangat memegang nilai-nilai adat dengan
generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan dan modernisasi. Ketegangan
antargenerasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Kampung dalam
menyatukan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, persoalan transparansi
anggaran, pengelolaan dana kampung, partisipasi masyarakat, serta sinergi
antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan formal juga menjadi isu penting
dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.


Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan kepala kampung memainkan
peran yang sangat krusial. Dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya mampu
mengelola struktur pemerintahan kampung secara administratif, tetapi juga
memiliki visi transformasional yakni mampu menginspirasi, memotivasi, dan membangun
konsensus dalam masyarakat yang beragam. Gaya kepemimpinan transformasional
menekankan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan perubahan melalui
pendekatan partisipatif, visioner, dan komunikatif, yang sangat dibutuhkan
dalam konteks social budaya Kampung Nafri. Oleh karena itu, penelitian mengenai
gaya kepemimpinan transformasional Kepala Kampung dalam pembangunan Kampung
Nafri menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pemimpin kampung mampu
menjembatani kepentingan adat dan kebutuhan modernisasi, serta menciptakan
perubahan yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal
setempat.


 


TINJAUAN PUSTAKA


Teori Kepemimpinan


Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan
menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Yukl,
2013). Kepemimpinan mencakup berbagai gaya yang dapat diterapkan dalam berbagai
konteks organisasi dan sosial. Orang di dalam organisasi membutuhkan sosok
pemimpin yang tidak hanya dapat memerintah saja, tetapi juga mampu memberikan
pengaruh dan mengarahkan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama.
Komponen dalam organisasi tidak mampu berjalan sendiri tanpa adanya arahan dari
seorang pemimpin.











Kepala Kampung


Kepala kampung adalah pimpinan tertinggi dalam struktur
pemerintahan kampung atau desa adat yang memiliki otoritas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di
tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
kepala kampung (atau kepala desa dalam terminologi nasional) dipilih langsung
oleh masyarakat dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kampung
(BPK) serta kepada masyarakat secara keseluruhan. 


 


Pembangunan


Dalam konteks pembangunan, para ahli memiliki pandangan yang
saling melengkapi mengenai makna dan tujuan dari proses tersebut. Amartya Sen
(1999), seorang ekonom peraih Nobel, memandang pembangunan sebagai proses
peningkatan kebebasan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang
mereka nilai berharga, dengan penekanan pada akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan partisipasi politik sebagai indikator utama, bukan semata-mata
pertumbuhan ekonomi.


 


Kerangka Berpikir
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    Gambar 1. Kerangka Berpikir
  



METODOLOGI


Menurut Sugiyono (2019:18), metode kualitatif didasarkan terhadap
filsafat post positivism dimana digunakan untuk meneliti suatu objek yang alami
atau dalam artian sesuai dengan keadaan yang nyata tanpa ada perubahan dari
siapapun. Sedangkan, menurut Walidin dan Tabrani (2015:77), metode penelitian
kualitatif merupakan proses dalam penelitian sebagai interpretasi pemahaman
kejadian-kejadian social maupun manusia yang tergambarkan menyeluruh dan
bersifat kompleks serta disajikan dalam bentuk kata-kata terperinci dari
informan di kondisi alami.


 


HASIL
PENELITIAN


Gaya Kepemimpinan Kepala Kampung


            Hasil wawancara yang peneliti lalukan pada tanggal 26 September
2025 di rumah informan yaitu Bapak YH (53/L) selaku kepala kepala kampung
Nafri  menanggapi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak di
kampung ini. Berikut tanggapan informan.


“kepala kampung tidak
hanya berasal dari kapasitas personal pemimpin, tetapi juga sangat dipengaruhi
oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hambatan terbesar justru
muncul dari rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap
pemerintahan kampung. Minimnya kesadaran untuk terlibat dalam diskusi,
musyawarah, maupun kerja sama dalam pembangunan menyebabkan program yang
direncanakan sulit berjalan dengan baik. Setiap upaya pembangunan seringkali
terkendala oleh persoalan lahan, tanaman, maupun tuntutan biaya, yang pada
akhirnya memperlambat proses pembangunan. Kurangnya dukungan dan kesadaran
kolektif ini menghambat kepala kampung untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang
progresif dan efektif, sehingga membuat kemajuan kampung tertinggal
dibandingkan wilayah lain yang masyarakatnya lebih kooperatif."


 


Perangkat Kampung


Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24
September 2025 di salah satu rumah informan di kampung Nafri yaitu Bapak EM (73/L)
yang merupakan Tokoh adat sekaligus Bamuskam kampung Nafri. Menanggapi
faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala kampung dalam peberdayaan
masyarakat, berikut tanggapan dari informan:


“Perangkat kampung antara lain adanya
tantangan dari masyarakat yang seringkali menghambat proses pembangunan,
munculnya persoalan birokrasi dari pemerintah daerah yang bersifat mendadak,
serta keterbatasan sumber daya manusia perangkat kampung yang belum memadai
dalam menjalankan tugas pelayanan. Hambatan-hambatan tersebut membuat
pembangunan tidak dapat berjalan optimal dan pelayanan masyarakat menjadi
kurang efektif, sehingga mempengaruhi peran serta perangkat kampung dalam
mendukung kepemimpinan kepala kampung dan kelancaran pembangunan di
wilayahnya.”











Bamuskam


            Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24
September 2025 di salah satu rumah informan di kampung Nafri yaitu Bapak EM (73/L)
yang merupakan Tokoh adat sekaligus Bamuskam kampung Nafri. Menanggapi
faktor-faktor yang mempengaruhi, gaya kepemimpinan berikut tanggapan dari
informan:


“Kepemimpinan kepala kampung menurut
Bamuskam antara lain adanya tantangan dari masyarakat yang kerap menghambat
proses pembangunan, munculnya hambatan birokrasi dari pemerintah daerah kota
yang sering menimbulkan kendala mendadak, serta keterbatasan sumber daya
manusia perangkat kampung yang belum memadai sehingga berdampak pada kurang
optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan lambatnya pelaksanaan Pembangunan”.


 


Unsur Adat


Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24
September 2025 di salah satu rumah informan di kampung Nafri yaitu Bapak EM
(73/L) yang merupakan Tokoh adat sekaligus Bamuskam kampung Nafri. Menanggapi
faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinaan kepala kampung, berikut
tanggapan dari informan:


“Kepala kampung dari unsur adat antara lain
adanya tantangan dari masyarakat yang dapat menghambat proses pembangunan,
munculnya persoalan mendadak dari birokrasi pemerintah kota yang mengganggu
kelancaran pelaksanaan program, serta keterbatasan sumber daya manusia
perangkat kampung yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kepala kampung harus mampu menyesuaikan
gaya kepemimpinannya agar tetap mampu menjaga keharmonisan dengan masyarakat
adat sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun menghadapi
berbagai hambatan.”


 


Unsur Agama


Dari hasil wawanccara yang peneliti lakukan pada tanggal 24
September 2025 di gedung serbaguna Gereja GKI Petra Nafri dengan informan Bapak
DH (41/L) yang merupakan Tokoh agama di kampung Nafri yang menanggapi
faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala kampung dalam gaya kepemipinan,
berikut tanggapan dari informan:


“Yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala
kampung dari unsur agama dapat dilihat melalui hambatan yang muncul dalam
pengelolaan dana dan keterlibatan masyarakat. Keterbatasan dan keterlambatan
pencairan dana kampung sering menghambat pelaksanaan program yang telah
direncanakan, sementara aturan administrasi yang ketat membuat kepala kampung tidak
dapat mengambil sumber dana lain di luar mekanisme resmi. Selain itu, kurangnya
transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana juga
menjadi kendala, karena penggunaan anggaran yang seharusnya dikelola secara
terbuka justru kurang disosialisasikan. Hal ini berdampak pada minimnya
partisipasi masyarakat, padahal potensi yang dimiliki sangat besar untuk
mendukung pembangunan jika dioptimalkan melalui kepemimpinan yang terbuka,
adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan transparansi,
kejujuran, serta kebersamaan".


 


Unsur Pemuda


Dari hasil wawanccara yang peneliti lakukan pada 24 September 2025
dengan salah satu informan, kakak AM (40/l), yang merupakan anggota masyarakat
mewakili unsur pemuda dalam penelitian ini, menggapi faktor-faktor yang
mempengaruhi  gaya kepemimpinan kepala kampung, berikut tanggapaan informan:


“Kepemimpinan kepala kampung dari unsur
pemuda salah satunya berkaitan dengan hambatan yang muncul dari masyarakat itu
sendiri, di mana kurangnya partisipasi, kepedulian, dan dukungan dari
masyarakat dapat mengurangi efektivitas kepemimpinan kepala kampung dalam
menjalankan program pembangunan, sehingga peran pemuda sebagai agen perubahan
sangat diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
mendukung kebijakan dan kegiatan kampung”.


            


Unsur Ekonomi/Usaha


Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24
Septemmber 2025 di pondok jualan informan, di kampung Nafri dengan ibu HT
(30/P) yang merupakan pelaku usaha kecil yaitu kios di kampung Nafri yang
menaggapi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala kampung.
Berikut tanggapan informan: 


“Usaha terutama berkaitan dengan
keterbatasan anggaran, karena tanpa dukungan dana yang memadai kepala kampung
akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-program pembangunan,
memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,
sehingga ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan
dan jalannya pembangunan kampung.”


 


PEMBAHASAN


Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Kampung dalam Pembangunan


Dalam
perspektif sosiologis, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan
dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosial yang dimilikinya di
tengah masyarakat. Hal ini berarti setiap individu yang menempati posisi
tertentu seperti kepala kampung, guru, tokoh adat, maupun orang tua diharapkan
mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ekspektasi sosial
yang melekat pada peran tersebut. Peran tersebut erat kaitannya dengan nilai
dan norma sosial yang berlaku, karena norma inilah yang menjadi pedoman
bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Dengan demikian, keberhasilan
seseorang dalam menjalankan peran sangat ditentukan oleh pemahaman atas norma,
nilai, dan harapan masyarakat, serta kemampuan menyesuaikan tindakannya dengan
kebutuhan riil komunitas.











Dalam
konteks kepemimpinan transformasional, kepala kampung tidak hanya menjalankan
tugas administratif, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan yang
menginspirasi, memotivasi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam pembangunan. Sejalan dengan pendapat Soemarno dan Dardjosumardjono,
kepala kampung merupakan figur sentral yang memikul tanggung jawab utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Lebih dari itu, kepala kampung juga memiliki fungsi
penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong sebagai
sendi utama pembangunan kampung. Pandangan ini sejalan dengan amanat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat
(1) yang menegaskan bahwa kepala desa (atau kepala kampung) bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina
kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat.


Dengan
berlandaskan regulasi tersebut, gaya kepemimpinan transformasional kepala
kampung dalam pembangunan dapat dipahami melalui empat fungsi utama, yaitu
sebagai pengarah, motivator, fasilitator, dan pelayan berkualitas. Sebagai
pengarah, kepala kampung menetapkan visi pembangunan yang jelas dan
mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Sebagai motivator, kepala kampung
menggerakkan partisipasi warga dengan memberi inspirasi dan dorongan moral.
Sebagai fasilitator, ia menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah
maupun pihak lain agar kebutuhan pembangunan dapat terwujud. Sedangkan sebagai
pelayan berkualitas, kepala kampung memastikan bahwa seluruh pelayanan kepada
masyarakat diberikan secara adil, profesional, dan tidak diskriminatif.


 


Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Kampung dalam Pengaruh Idealis


Peran
kepala kampung sebagai pemimpin transformasional tercermin melalui kemampuannya
dalam mengarahkan dan memberikan visi pembangunan bagi masyarakat. Dalam konteks
pembangunan Kampung Nafri, kepala kampung berperan sebagai pengarah melalui
musyawarah tahunan bersama masyarakat yang menghasilkan program prioritas
pembangunan, kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) kampung. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, kepemimpinan kepala kampung menekankan pada partisipasi dan
aspirasi warga sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan.











Menurut
Wibowo (2016), seorang pemimpin idealis harus mampu memberikan arah yang jelas
serta menjadi pengarah bagi kebijakan organisasi. Kepala Kampung Nafri telah
menjalankan fungsi tersebut secara formal dengan menyusun rencana pembangunan
secara partisipatif. Namun, hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan
adanya kendala pada tahap implementasi, di mana sebagian program tidak
terlaksana dengan efektif. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara
perencanaan dan pelaksanaan, sehingga meskipun kepala kampung memiliki visi dan
arahan yang jelas, fungsi idealisnya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.
Hal ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan transformasional agar tidak hanya
kuat dalam perencanaan, tetapi juga konsisten dalam mewujudkan implementasi di
lapangan.


 


Gaya Kepemimpinan
Transformasional Peran Kepala Kampung yang Menginspirasi


Sebagai
seorang motivator, kepala kampung memiliki peran penting dalam membangkitkan
semangat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kepala
Kampung Nafri, berdasarkan hasil wawancara, menyampaikan bahwa tidak terdapat
insentif khusus bagi masyarakat karena keterbatasan anggaran. Namun demikian,
dorongan motivasi tetap dilakukan melalui pelatihan dan ajakan untuk ikut serta
dalam kegiatan pembangunan. Informan dari unsur adat (Bamuskam) menegaskan
bahwa kepala kampung berupaya memberikan dorongan semangat, meskipun respons
masyarakat, khususnya pemuda, masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa
peran kepala kampung sebagai penggerak motivasi belum sepenuhnya mampu
menciptakan partisipasi yang merata di semua kalangan.


Menurut
Winamo (2019), kepemimpinan dalam pelayanan publik tidak hanya terkait dengan
penyusunan kebijakan, tetapi juga menuntut kemampuan pemimpin dalam memotivasi
masyarakat agar memiliki semangat kolektif dalam mewujudkan tujuan bersama.
Dalam konteks Kampung Nafri, semangat kolektif ini belum terbentuk secara maksimal.
Unsur agama bahkan menilai bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah,
sementara sebagian warga merasa pembangunan dijalankan secara eksklusif tanpa
memanfaatkan potensi tenaga lokal. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya aspek
inspirational motivation dalam gaya kepemimpinan transformasional kepala
kampung, di mana seharusnya pemimpin mampu menyatukan visi, menumbuhkan
optimisme, serta menginspirasi masyarakat agar bergerak bersama dalam
pembangunan.











Gaya Kepemimpinan Transformasional Peran Kepala Kampung dalam Stimulasi Intelektual


Dalam
konteks stimulasi intelektual, kepala kampung berperan sebagai motivator yang
bertugas membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kepala Kampung Nafri
menyampaikan bahwa tidak ada insentif khusus yang dapat diberikan kepada warga
karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, dorongan motivasi tetap
dilakukan, salah satunya melalui pelatihan yang diinisiasi bersama lembaga adat
(Bamuskam). Akan tetapi, tidak semua elemen masyarakat, terutama kalangan
pemuda, merespons dengan baik terhadap upaya tersebut.


Winamo
(2019) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam pelayanan publik bukan hanya
berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup kemampuan pemimpin
untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan
secara kolektif. Dalam praktiknya di Kampung Nafri, semangat kebersamaan
masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Informasi dari unsur agama menunjukkan
bahwa masyarakat masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pembangunan,
bahkan ada warga yang menilai kegiatan pembangunan berjalan secara eksklusif
tanpa memanfaatkan potensi tenaga lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran
kepala kampung dalam menumbuhkan semangat intelektual warga melalui motivasi
bersama belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih
inklusif untuk menyatukan visi dan partisipasi masyarakat.


 


Gaya Kepemimpinan
Transformasional Peran Kepala Kampung dalam Perkembangan Individual


Perkembangan
individual dalam kepemimpinan transformasional ditunjukkan melalui upaya kepala
kampung dalam berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kebutuhan
masyarakat dengan peluang yang tersedia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
kepala kampung telah menginisiasi berbagai pelatihan, seperti pembuatan konten
kreator, pelatihan batik, dan menjahit yang dilaksanakan melalui kerja sama
dengan pihak eksternal. Upaya ini mencerminkan adanya perhatian terhadap
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kampung. Namun, pelaksanaan
pelatihan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran, karena kelompok pemuda
sebagai target utama justru kurang terlibat, sedangkan peserta terbanyak
berasal dari kelompok ibu-ibu PKK.











Menurut
Nugroho (2008), peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat meliputi dua
aspek penting, yaitu enabling (membuka akses dan peluang) serta empowering
(menguatkan kapasitas melalui penyediaan sarana, modal, dan dukungan
berkelanjutan). Dalam konteks ini, kepala kampung telah menjalankan peran
enabling dengan menghadirkan akses terhadap pelatihan, tetapi belum optimal
dalam aspek empowering. Hal ini terlihat dari ketiadaan dukungan modal usaha
atau penyediaan alat pendukung setelah pelatihan berlangsung. Tokoh agama
maupun pelaku usaha juga menegaskan bahwa bantuan modal justru lebih banyak
datang dari dinas sosial, bukan dari kepala kampung. Kondisi ini menunjukkan
bahwa program pemberdayaan yang difasilitasi kepala kampung masih lemah dari
sisi keberlanjutan, sehingga manfaatnya belum mampu mendorong kemandirian
ekonomi masyarakat secara maksimal.


 


Perspektif Ekonomi


Dalam
perspektif ekonomi, gaya kepemimpinan transformasional kepala kampung tercermin
melalui peran sebagai pengarah dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan
secara partisipatif melalui musyawarah dan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM). Kepala Kampung Nafri menyatakan bahwa setiap tahun
dilakukan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan program prioritas,
sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menegaskan kewenangan desa dalam mengatur pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini memperlihatkan upaya kepala kampung
dalam memberikan arah kebijakan yang jelas sebagaimana ditegaskan Wibowo (2016)
bahwa pemimpin yang baik harus mampu menjadi pengarah arah kebijakan
organisasi. Namun, temuan wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa
meskipun program pembangunan telah dirancang, implementasinya belum berjalan
optimal. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan
pelaksanaan di lapangan, sehingga fungsi kepala kampung sebagai pengarah dalam
pembangunan ekonomi kampung belum sepenuhnya efektif.


 


Pemerataan Hasil
Pembangunan


Gaya
kepemimpinan transformasional Kepala Kampung dalam pemerataan hasil pembangunan
tercermin melalui perannya sebagai pengarah yang mampu memberikan pedoman,
pembinaan, serta bimbingan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan
keberdayaan mereka. Kepala Kampung tidak hanya memposisikan dirinya sebagai
pemimpin formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat
memahami pentingnya pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam
praktiknya, kepemimpinan ini diwujudkan melalui perencanaan jangka pendek dan
jangka panjang yang berfokus pada penguatan ekonomi keluarga, seperti
penyaluran bantuan bagi kelompok tani, nelayan, dan usaha kecil lainnya.
Program-program tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran
desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
lapisan masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan tokoh gereja menunjukkan
adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, karena meskipun program
telah dirancang, implementasinya belum berjalan optimal. Kondisi ini
mencerminkan bahwa fungsi kepala kampung sebagai pengarah masih menghadapi
tantangan dalam memastikan pemerataan hasil pembangunan benar-benar terealisasi
di lapangan.


 


Pengentasan Kemiskinan


Gaya
kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam penanggulangan kemiskinan
tercermin melalui perannya sebagai pengarah dan motivator dalam perencanaan
serta pelaksanaan pembangunan. Kepala Kampung Nafri melaksanakan musyawarah
tahunan bersama masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
dan menentukan program prioritas, yang menunjukkan keterlibatan partisipatif
sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagai motivator, kepala
kampung berupaya membangkitkan semangat warga agar aktif berkontribusi,
meskipun keterbatasan anggaran menyebabkan tidak adanya insentif khusus.
Dukungan juga diberikan melalui pelatihan bagi masyarakat, namun berdasarkan
keterangan Bamuskam, respons dari sebagian kelompok, khususnya pemuda, masih
rendah. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional menuntut kepala
kampung untuk terus menginspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat secara
berkelanjutan agar tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara
efektif.


 


Akses terhadap
Pendidikan dan Kesehatan


Gaya
kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam meningkatkan akses terhadap
pendidikan dan kesehatan terlihat melalui proses perencanaan partisipatif yang
dituangkan dalam RPJM serta musyawarah tahunan untuk menentukan prioritas
program pembangunan. Kepala kampung berperan sebagai pengarah dengan memberikan
arahan langsung kepada masyarakat melalui pertemuan di kantor kampung, serta
mendukung berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, kebersihan lingkungan,
peringatan hari besar, dan kegiatan anak-anak. Dorongan semangat ini
mencerminkan peran motivasional yang penting dalam membangun kesadaran kolektif
masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan. Namun demikian,
pelayanan di bidang tersebut masih menghadapi tantangan karena belum merata,
sehingga sebagian masyarakat telah merasakan manfaatnya dengan baik, sementara
sebagian lainnya belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa
kepemimpinan transformasional kepala kampung perlu terus mendorong pemerataan
akses agar pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan
dapat lebih optimal.











Peningkatan Kualitas Hidup


Gaya
kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam peningkatan kualitas hidup
masyarakat di Kampung Nafri terlihat dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal,
meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Informan yang berprofesi
sebagai pelaku usaha kecil menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi
faktor utama yang menghambat kepala kampung dalam menjalankan perannya,
terutama dalam mendukung program-program pemberdayaan. Namun, di sisi lain,
adanya dukungan dari masyarakat dipandang sebagai faktor penting yang
memperkuat kepemimpinan kepala kampung. Hal ini menunjukkan bahwa peran
kepemimpinan transformasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya
finansial, tetapi juga oleh kemampuan kepala kampung membangun kepercayaan,
partisipasi, dan kerjasama masyarakat sebagai modal sosial untuk meningkatkan
kualitas hidup bersama.


 


Partisipasi Masyarakat


Gaya
kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam mendorong partisipasi
masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan transparansi dalam
pengelolaan pembangunan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan serta
keterlambatan pencairan dana, yang sering membuat program tidak berjalan sesuai
rencana. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun
penggunaan dana menyebabkan transparansi menjadi lemah, padahal partisipasi
warga sangat penting untuk memastikan program tepat sasaran. Kepala kampung
seharusnya mampu mengoptimalkan potensi masyarakat dengan melibatkan tiga pilar
utama—pemerintah, adat, dan agama—agar pembangunan lebih efektif. Musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) semestinya menjadi dasar penyusunan
program prioritas, namun ketika kepala kampung menjalankan program tanpa
berpedoman pada kesepakatan bersama, maka risiko penyimpangan seperti dana
tidak tepat sasaran atau pelaporan tidak jelas bisa terjadi. Oleh karena itu,
kepemimpinan transformasional dituntut untuk menginspirasi, melibatkan, dan
memberdayakan masyarakat agar pembangunan berjalan transparan, partisipatif,
dan berkelanjutan.


 


Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa


a.      Faktor pendukung


Gaya
kepemimpinan transformasional kepala kampung dalam pembangunan di Kampung Nafri
tidak hanya dihadapkan pada berbagai hambatan, tetapi juga memiliki sejumlah
faktor pendukung yang apabila dimaksimalkan dapat memperkuat pemberdayaan
masyarakat. Dukungan tokoh adat seperti kepala suku dan ondoafi berperan
penting karena memiliki pengaruh sosial yang besar dalam meningkatkan
legitimasi kepala kampung sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Selain
itu, ketersediaan sarana dan prasarana, seperti gedung kantor kampung dan
fasilitas Wi-Fi gratis, menjadi potensi yang dapat mendekatkan pelayanan publik
kepada warga. Perangkat kampung yang memiliki kompetensi serta pengalaman juga
dapat menjadi modal berharga jika terus ditingkatkan melalui pelatihan dan
pendidikan. Dukungan eksternal dari lembaga pemerintah maupun LSM, khususnya
dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal usaha, turut menjadi peluang penguatan
meskipun koordinasinya masih terbatas. Dengan demikian, meskipun faktor
pendukung tersebut cukup signifikan, diperlukan strategi yang lebih terarah
untuk memperkuat komitmen, membangun kerja sama lintas sektor, serta
meningkatkan kapasitas kelembagaan kampung agar mampu mengimbangi berbagai
tantangan yang ada.


b.     
Faktor penghambat


Berdasarkan
hasil wawancara dengan masyarakat di Kampung Nafri, ditemukan sejumlah faktor
penghambat yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan transformasional kepala
kampung dalam pemberdayaan masyarakat. Hambatan utama terletak pada rendahnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana sebagian besar warga kurang
peduli atau bahkan tidak mengetahui adanya program pemerintah kampung yang
dapat mereka manfaatkan. Selain itu, pembangunan fisik sering kali terhambat
oleh persoalan sosial, seperti pemalangan lahan atau tuntutan biaya dari
masyarakat, yang memperlambat realisasi program pembangunan. Keterbatasan
anggaran serta keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah
juga menjadi faktor krusial yang menyebabkan sejumlah program tidak dapat
dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun.


Selain masalah
partisipasi masyarakat dan kendala anggaran, kualitas sumber daya manusia
perangkat kampung juga turut memengaruhi jalannya pembangunan. Banyak perangkat
kampung belum memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal karena
keterbatasan pendidikan maupun pelatihan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya
transparansi dalam pengelolaan dana kampung, serta minimnya pelibatan
masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Bahkan, terdapat
dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat kampung untuk kepentingan
pribadi, seperti penyalahgunaan bantuan sosial atau dana pembangunan.
Faktor-faktor tersebut secara kolektif melemahkan peran kepala kampung dalam
mendorong terciptanya pembangunan yang partisipatif, transparan, dan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.











KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan
transformasional Kepala Kampung dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri
telah memberikan kontribusi positif, terutama melalui dukungan partisipasi
sebagian masyarakat dan keterlibatan mitra kerja dalam kegiatan pelatihan.
Faktor-faktor tersebut menjadi kekuatan utama dalam memperkuat peran kepala
kampung sebagai penggerak pembangunan berbasis partisipasi. Kepemimpinan yang
ditunjukkan menekankan pentingnya kolaborasi, keterlibatan masyarakat, serta
dorongan motivasi untuk menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi seluruh
warga kampung. 


 


PENELITIAN
LANJUTAN


Pemerintah kampung perlu melakukan pendataan ulang masyarakat
secara menyeluruh agar penyaluran bantuan sosial, seperti BLT, Raskin, maupun
beasiswa, dapat tepat sasaran. Penyaluran bantuan seharusnya berbasis pada
kebutuhan riil, bukan pada kedekatan pribadi maupun politik. Dengan demikian,
kepercayaan masyarakat terhadap kepala kampung dan sistem pemerintahan akan
semakin meningkat karena dirasakan adil dan transparan.


 


DAFTAR PUSTAKA


Agustina,
N., & Wismaningtyas, T. A. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
Dalam Pengembangan Desa Wisata. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Negara, 11(1), 72-86.


Andarista,
M. V., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa
Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo. Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 8(1), 1-23.


Bass
& Avolio (1994). Transformational Leadership.


Bass,
B. M. (1990). Dari kepemimpinan transaksional ke transformasional: Belajar
untuk berbagi visi. Dinamika Organisasi, 18(3), 19-31.


Putri,
A. S., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain, A. (2022). Gaya Kepemimpinan
Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan.
Journal of Social and Policy Issues, 140-145.


Sugiyono
(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alphabet.


Sulistio,
E. B., S, B. U., & Andika, W. A., S, B. U. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala
Desa Desa Dalam Telah Partisipasi Partisipasi Perserikatan Bangsa Pembangunan
Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Kabupaten Timur). Administrativa,
3(2).


Suryadi
& Yulius (2006). Pendidikan dan Pembangunan.


Transparency
International (2020). Corruption Perceptions Index.


Undang-undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.


Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131.


Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.


Wahyuningsih,
E., Noer, S., & Yunas, N. (2021). Inovasi pembangunan desa melalui
kepemimpinan transformasional dan catalytic collaboration: belajar dari
keberhasilan pengelolaan Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame, Mojokerto. Matra
Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 5(2), 141-152.


Walidin,
W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif &
grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.


Yasin,
N. A., Pakaya, A., & Radjak, L. I. (2016). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa
Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tolinggula Pantai
Kecamatan Tolinggula. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 5(1), 39-45.








1.png
Gaya Kepemimpinan Transform:

g Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura

| —

[ i e—
5 Pegeian reikisn

§ ke Tesatp pesitim e

al Kepala Kampung Dalam

okt Pedukung

| —
prsipet mayeice

5 hontlic ol dm bodya v

i remtagam yog s |
£ plsisian remve sy

Ve P B e |
Hamping Nt ang ke da ekt e deng.
b Mok ying s S mescipan |
[ER Sy e ——
o ——






